KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kabupaten Lumajang mempunyai Visi yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat yang berdaya saing, makmur dan bermartabat”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditentukan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,
wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat
dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.

3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya
ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan

bangsa dan politik.

Sebagai institusi yang bertugas dalam penyelenggaraan kesatuan bangsa dan
politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban untuk tetap menjaga dan
memelihara  kondusifitas  wilayah Kabupaten Lumajang agar  penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020
disusun sebagai rencana dan dasar bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan
merupakan dasar dalam menangani dan menjalankan berbagai program dan kegiatan.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melibatkan Dinas Instansi terkait serta
stakeholders dalam bentuk forum, dialog dan sosialisasi, sarasehan, fasilitasi, temu muka,

loka-karya, orientasi, Focus Group Discussion (FGD), pendidikan, pelatihan dan lain-lain.

Untuk menghadapi tantangan kedepan diperlukan penekanan beberapa hal
sebagai berikut :

1. Mantapkan jatidiri sebagai Aparatur Pemerintah, abdi Negara dan abdi masyarakat agar
dapat menjadi daya dorong yang kuat untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan

negara secara ikhlas dan bertanggung jawab;



2. Waspadai situasi Sosial Politik yang terjadi sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh
politisasi informasi, sekaligus mampu meluruskannya dimasyarakat lingkungan masing-
masing;

3. Meyakini kebenaran atas segala pelaksanaan tugas yang dilakukan dan wajib

menjunjung tinggi serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh;

4. Mengembangkan sikap kebersamaan, disiplin dan kesetiaan yang kokoh.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Kerangka Acuan
Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana untuk pelaksanaan
kegiatan pada Tahun 2020.

Lumajang, 06 September 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. BASUNI
NIP. 19620727 198512 1 001




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE .

(TOR)

Nama Program : 1.05.1.05.02.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Indikator Program : Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan
Administrasi dan operasional Perkantoran

Nama Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.021 Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran

Indikator output : Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional

Indikator outcome - Jumlah kajian terkait keamanan dan

kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum
Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :

1)
2)

3)

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

2. Gambaran Umum
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang seuai ketentuan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Uranian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

b)

1) Sekretaris, mempunyai tugas :
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Kkegiatan urusan umum,
kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis, administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
2) Kepala Badan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan
ditetapkan sebagai pedoman kerja;
Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja bidang — bidang;
Pelaksanaan urusan umum:;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
Pelaksanaan urusan keuangan;
Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan
administrasi kepegawaian;
Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan
kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang — bidang pada Badan;
Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang — bidang pada
Badan;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
I.  Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan
— tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepala Badan; dan
n. Pelaksanaan tugas — tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Badan.
Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan tupoksi Perumusan kegiatan operasional dan program Kkerja
Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja, Pelaksanaan urusan umum,
dan Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
Kendala yang dihadapi yaitu Belum optimalnya jenis pelayanan administrasi dan
operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran bertujuan untuk melayani
adminitrasi dan operasional aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
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c) Dampak yang terjadi apabila pelayanan administrasi dan operasinal perkantoran tidak
dilaksanakan maka tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasiona
perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Fenomena dan Data Detail

a) Fenomena yang terjadi pada pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yaitu
belum optimalnya fasilitasi mengenai pelayanan administrasi dan operasional
perkantoran;

b) Dari permasalahan yang ada dapat diketahui penyebab dari kegiatan Pelayanan
Administrasi dan Operaional Perkantoran yaitu belum optimalnya fasilitasi mengenai
pelayanan administrasi dan operasional perkantoran. Prioritas
masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika :

1) Pelayanan Adminitrasi dan operasional Perkantoran dilaksanakan dengan baik
(Bobot = 8)

c) Dari permasalahan yang ada, prioritas yang paling utama sampai tidak utama
penyelesaian masalah yaitu Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai
kriteria yang ditetapkan yakni :

1) Belum maksimalnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

d) Kondisi SDM yang terkait dalam kegiatan yaitu belum optimalnya pelayanan aparatur
akan administrasi perkantoran;

e) Kondisi peralatan masih belum sepenuhnya optimal,

f) Dalam mensiasati permasalahan — permasalah yang ada dapat dilakukan hal — hal
seperti menggunakan sumberdaya yang ada guna Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran dapat berjalan dengan lancar.

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan
a) Analisa time series
Dari anggaran yang sudah di tentukan pada tahun anggaran 2019 untuk Pelayanan
Administrasi dan Operasional Perkantoran sejumlah Rp. 809.634.000 untuk tahun
anggaran 2020 mengajukan anggaran sebesar Rp. 903.996.000 hal ini bertujuan agar
kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun
berjalan sebagai berikut :

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

2) Banyanknya pelayanan administrasi dan operasional yang harus dipenuhi
Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan :

1) Mengoptimalakan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

2) Memenuhi semua pelayanan administrasi dan operasional yang dibutuhkan

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a) Maksud dan tujuan kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yaitu
agar kebutuhan akan pelayanan adminitrasi dan operasional dapat terrealisasi dengan
baik

b) Indikator tujuan yaitu Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait
Ipoleksosbud dan Tibmas) dan target kinerja adalah 100 %;

c) Indikator sasaran yaitu Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud dengan target pada tahun 2020 adalah 2 Kajian;

d) Indikator kegiatan dari kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
yaitu Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional dan mengacu pada kinerja
Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud;

e) Target kinerja Outcome pada tahun 2020 yaitu 2 (dua) kajian;

f) Indikator kegiatan dari kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
yaitu Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional dan target kinerja Output
pada tahun 2020 yaitu 26 (dua puluh enam) jenis;

g) Indikator kinerja Individu yaitu Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional
dan target kinerja berjumlah 26 (dua puluh enam) jenis. Sedangkan untuk kegiatan
pada 2 (dua) tahun yang lalu dengan target indikator yang berbeda dari tahun yang
akan datang.

B. Manfaat
a) Manfaat dari kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yaitu agar
kebutuhan tata kelola administrasi dan operasional dapat tercukupi dengan baik;
b) Dampak yang terjadi apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan nantinya akan tidak
terlaksananya pelayanan adminitrasi dan operasional perkantoran dengan baik.



C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Permasalahan yang dihadapi bahwasanya pada tahun sebelumnya masih belum
optimalnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran;

b) Masih belum optimalnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran karena
kurangnya penganggaran biaya untuk pelayanan yang akan dipenuhi;

c) Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengoptimalkan anggaran
yang ada agar pelayanan adminitrasi dan operaional perkantoran dapat terpenuhi dengan
baik.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

1) Prosedur
Prosedur yang dilakukan untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan
pelayanan pada administrasi dan operasional perkantoran secara optimal.

2) Waktu
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran dilaksanakan mulai bulan Januari -
Desember pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

3) Tempat
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran dilaksanakan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

4) Pelaksana
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh semua aparatur di lingkup Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 899.246.000,00



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Program : 1.05.1.05.02.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Indikator Program : Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur

Nama Kegiatan : 1.05.1.05.02.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator output - Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Indikator outcome - Jumlah kajian terkait keamanan dan

kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum
Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :

1)
2)

3)

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

2. Gambaran Umum
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang seuai ketentuan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Uranian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1) Sekretaris, mempunyai tugas :
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Kkegiatan urusan umum,
kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis, administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
2) Kepala Badan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan
ditetapkan sebagai pedoman kerja;
Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja bidang — bidang;
Pelaksanaan urusan umum:;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
Pelaksanaan urusan keuangan;
Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan
administrasi kepegawaian;
Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan
kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang — bidang pada Badan;
Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang — bidang pada
Badan;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
I.  Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan
— tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepala Badan; dan
n. Pelaksanaan tugas — tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Badan.
Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan tupoksi Pelaksanaan urusan umum, dan Pelaksanaan urusan
perlengkapan dan keprotokolan;
Kendala yang dihadapi yaitu Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pembangunan / pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk melengkapi kekurangan
sarana dan prasarana apratur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Dampak yang terjadi apabila Pembangunan / pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur tidak dilaksanakan maka tidak
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terpenuhinya sarana dan prasaran aparatur secara optimal pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

3. Fenomena dan Data Detail

a)

b)

Fenomena vyang terjadi pada kegiatan Pembangunan / pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu belum optimalnya sarana dan

prasarana aparatur yang tersedia;

Dari permasalahan yang ada dapat diketahui penyebab dari kegiatan Pembangunan /

pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu belum optimalnya sarana dan

prasarana apratur yang ada. Prioritas masalah/fenomena/penggalian potensi lebih

diutamakan jika :

1) Adanya pengadaan / rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur yang belum
terpenuhi (Bobot = 9)

Dari permasalahan yang ada, prioritas yang paling utama sampai tidak utama

penyelesaian masalah yaitu Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai

kriteria yang ditetapkan yakni :

1) Belum maksimalnya sarana dan prasarana aparatur yang ada

Kondisi SDM yang terkait dalam kegiatan yaitu kurang pedulinya aparatur akan sarana

dan prasana yang ada

Kondisi peralatan masih belum sepenuhnya optimal;

Dalam mensiasati permasalahan — permasalah yang ada dapat dilakukan hal — hal

seperti mengoptimalkan pemakaian sarana dan prasana apatur yang sudah tersedia

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a)

Analisa time series

Dari anggaran yang sudah di tentukan pada tahun anggaran 2019 untuk kegiatan
Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur sejumlah
Rp. 183.500.000 untuk tahun anggaran 2020 mengajukan anggaran sebesar Rp.
138.000.000. ada penurunan anggaran pada tahun 2020 karena menyesuaikan kondisi
pengadaan sarana dan prasarana apratur yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan
agar anggaran pengadaan sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang akan
di cukupi.

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun
berjalan sebagai berikut :

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Kurang optimalnya pengadaan sarana dan prasarana aparatur

2) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan :
1) Mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana aparatur

2) Memenuhi sarana dan prasarana aparatur yang belum ada

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a)

b)

c)
d)

Maksud dan tujuan kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur yaitu agar kebutuhan akan sarana dan prasaran aparatur tersedia
dengan baik

Indikator tujuan yaitu Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait
Ipoleksosbud dan Tibmas) dan target kinerja adalah 100 %;

Indikator sasaran yaitu Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud dengan target pada tahun 2020 adalah 2 Kajian;

Indikator kegiatan dari kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Aparatur yaitu Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan
mengacu pada kinerja Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud;

Target kinerja Outcome pada tahun 2020 yaitu 2 (dua) kajian;

Indikator kegiatan dari kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Aparatur adalah Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan
target kinerja Output pada tahun 2020 yaitu 5 (lima) jenis;

Indikator kinerja Individu yaitu Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan
target kinerja berjumlah 5 (lima) jenis. Sedangkan untuk kegiatan pada 2 (dua) tahun
yang lalu dengan target indikator yang berbeda dari tahun yang akan datang.



B. Manfaat
a) Manfaat dari kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur yaitu agar kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dapat tercukupi dengan
baik;
b) Dampak yang terjadi apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan nantinya akan tidak
terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara optimal

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Permasalahan yang dihadapi bahwasanya pada tahun sebelumnya masih belum
optimalnya pengadaan sarana dan prasarana aparatur;

b) Masih belum optimalnya pengadaan sarana dan prasarana aparatur karena kurangnya
penganggaran biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang akan
dipenuhi;

c) Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengoptimalkan anggaran
yang ada dan memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang sangant di
butuhkan.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

1) Prosedur
Prosedur yang dilakukan untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan
pengadaan sarana dan prasaran aparatur yang belum ada / belum optimal.

2) Waktu
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur dimulai bulan Maret - Juni pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

3) Tempat
Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana apratur dilaksanakan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

4) Pelaksana
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pelaksana di lingkup Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 138.000.000,-



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Program : 1.05.1.05.02.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Indikator Program : Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur

Nama Kegiatan : 1.05.1.05.02.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator output - Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang
dipelihara

Indikator outcome - Jumlah kajian terkait keamanan dan

kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum
Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :

1)
2)

3)

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

2. Gambaran Umum
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang seuai ketentuan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Uranian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

a)

b)

1) Sekretaris, mempunyai tugas :
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Kkegiatan urusan umum,
kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis, administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
2) Kepala Badan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan
ditetapkan sebagai pedoman kerja;
Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja bidang — bidang;
Pelaksanaan urusan umum:;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
Pelaksanaan urusan keuangan;
Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan
administrasi kepegawaian;
Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan
kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang — bidang pada Badan;
Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang — bidang pada
Badan;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
I.  Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan
— tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepala Badan; dan
n. Pelaksanaan tugas — tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Badan.
Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan tupoksi Pelaksanaan urusan umum, dan Pelaksanaan urusan
perlengkapan dan keprotokolan;
Kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya pemeliharaan rutin sarana dan
prasarana aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan agar terpeliharanya sarana dan prasarana
aparatur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
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c) Dampak yang terjadi apabila Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur tidak dilaksanakan maka kurang optimalnya sarana
dan prasarana aparatur yang layak fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

. Fenomena dan Data Detail

a) Fenomena vyang terjadi pada kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu adanya kerusakan ringan / sedang pada sarana
dan prasarana apratur sehingga perlu adanya perbaikan;

b) Dari permasalahan yang ada dapat diketahui penyebab dari kegiatan Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana apratur
yang layak fungsi. Prioritas masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan
jika :

1) Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur secara berkelanjutan (Bobot
= 9)

c) Dari permasalahan yang ada, prioritas yang paling utama sampai tidak utama
penyelesaian masalah yaitu Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai
kriteria yang ditetapkan yakni :

1) Belum maksimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

d) Kondisi SDM yang terkait dalam kegiatan yaitu kurang pedulinya aparatur akan
pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada,;

e) Kondisi peralatan masih belum sepenuhnya layak fungsi;

f) Dalam mensiasati permasalahan — permasalah yang ada dapat dilakukan hal — hal
seperti mengoptimalkan pemakaian sarana dan prasana apatur yang sudah tersedia
dengan baik dan benar

. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a) Analisa time series
Dari anggaran yang sudah di tentukan pada tahun anggaran 2019 untuk kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur sejumlah Rp. 216.500.000 untuk tahun anggaran 2020
mengajukan anggaran sebesar Rp. 289.150.000 ada kenaikan anggaran pada tahun
2020 karena menyesuaikan kondisi pemeliharaan rutin sarana dan prasarana apratur
yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar anggaran pemeliharaan rutin sarana
dan prasarana aparatur dapat dilaksanakan secara optimal.

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun
berjalan sebagai berikut :

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

2) Kurangnya biaya akan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan :

1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana aparatur agar layak fungsi

2) Menganggarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur secara optimal

. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a) Maksud dan tujuan kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu agar kebutuhan akan sarana dan prasaran
aparatur bisa tercukupi dan layak fungsi

b) Indikator tujuan yaitu Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait
Ipoleksosbud dan Tibmas) dan target kinerja adalah 100 %;

¢) Indikator sasaran yaitu Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud dengan target pada tahun 2020 adalah 2 Kajian;

d) Indikator kegiatan dari kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur yaitu Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dan mengacu
pada kinerja Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang
Ipoleksosbud;

e) Target kinerja Outcome pada tahun 2020 yaitu 2 (dua) kajian;

f) Indikator kegiatan dari kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur adalah Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dan target
kinerja Output pada tahun 2020 yaitu 8 (delapan) jenis;

g) Indikator kinerja Individu yaitu Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara
target kinerja berjumlah 8 (delapan) jenis. Sedangkan untuk kegiatan pada 2 (dua)
tahun yang lalu dengan target indikator yang berbeda dari tahun yang akan datang.



B. Manfaat
a) Manfaat dari kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu

agar sarana dan prasarana apratur dapat digunanakan dengan baik dan layak fungsi;

b) Dampak yang terjadi apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan nantinya akan tidak

adanya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sehingga sarana dan prasarana
aparatur yang ada tidak layak fungsi.

Strategi Pencapaian Keluaran

a) Permasalahan yang dihadapi bahwasanya pada tahun sebelumnya masih belum

optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik;

b) Masih belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur karena kurangnya

penganggaran biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang layak
fungsi;

c) Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengoptimalkan anggaran

yang ada dan memprioritaskan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
yang sangat di butuhkan untuk dipelihara dengan baik.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

1)

2)

3)

4)

Prosedur

Prosedur yang dilakukan untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan
pemeliharaan sarana dan prasaran aparatur yang belum layak fungsi

Waktu

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dimulai bulan Januari - Desember pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

Tempat

Pelaksanaan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana apratur dilaksanakan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksana

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pelaksana di lingkup Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 289.150.000,00



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Program : 1.05.1.05.02.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Indikator Program : Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang
akuntabel
Nama Kegiatan : 1.05.1.05.02.06.001 Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP

Indikator output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel

Indikator outcome - Jumlah kajian terkait keamanan dan

kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum
Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :

1)
2)

3)

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

2. Gambaran Umum
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang seuai ketentuan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Uranian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1) Sekretaris, mempunyai tugas :
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan umum,
kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis, administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

2) Kepala Badan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan

ditetapkan sebagai pedoman kerja,;

Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja bidang — bidang;

Pelaksanaan urusan umum;

Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;

Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan

administrasi kepegawaian;

Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan

kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang — bidang pada Badan;

Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;

Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang — bidang pada

Badan;

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan
— tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepala Badan; dan

n. Pelaksanaan tugas — tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Badan.
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Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan tupoksi Perumusan kegiatan operasional dan program Kkerja
Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja, Pengkoordinir laporan
kegiatan pelaksanaan tugas bidang — bidang pada Badan, dan Pelaporan dan
pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat



b)
c)

d)
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Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kkinerja suatu instansi
pemerintah

Belum optimalnya pengukuran kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) nantinya akan dilaporkan kepada Bupati
dan akan siperiksa oleh Inspektorat.

Dampak yang terjadi apabila Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak di
kerjakan akan tidak diketahuinya berhasil / tidaknya target pada suatu kegiatan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan nantinya akan berdampak pada penilaian
SAKIP.

. Fenomena dan Data Detail

a)

b)

c)

Fenomena yang terjadi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu belum
optimalnya pengukuran kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari permasalahan yang ada dapat diketahui penyebab dari belum optimalnya
pengukuran kinerja. Prioritas masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan
jika :

1) Kepedulain aparatur akan pentingnya laporan kinerja (Bobot = 8)

2) Pemahaman aparatur tentang penyusunan laporan kinerja (Bobot 9)

3) Lengkapnya pengisian jabatan yang kosong pada instansi (Bobot 7)

Dari permasalahan yang ada, prioritas yang paling utama sampai tidak utama
penyelesaian masalah yanitu Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai
kriteria yang ditetapkan yakni :

1) Minimnya pemahaman aparatur tentang penyusunan laporan kinerja

2) Minimnya kepedulian aparatur akan pentingnya laporan kinerja

3) Masih ada kekosongan kelas jabatan pada instansi

Kondisi SDM vyang terkait dalam kegiatan yaitu pemahaman apratur tentang
penyusunan laporan kinerja, hal ini dapat disiasati dengan cara koordinasi dengan
instansi lain yang memfasilitasi tentang laporan kinerja.

Kondisi peralatan masih belum sepenuhnya optimal

Dalam mensiasati permasalahan — permasalah yang ada dapat dilakukan hal — hal
seperti koordinasi dengan instansi terkait dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada.

. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a)

Analisa time series

Dari anggaran yang sudah di tentukan pada tahun anggaran 2019 senilai Rp.
1.665.000 dan untuk tahun anggaran 2020 mengajukan anggaran senilai Rp.
2.000.000. hal ini terdapat peningkatan anggaran pada tahun anggaran 2020

Secara umum penyelenggaraan annggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun
berjalan sebagai berikut :

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Minimnya pemahaman aparatur tentang penyusunan laporan kinerja
2) Minimnya kepedulian aparatur akan pentingnya laporan kinerja

3) Masih ada kekosongan kelas jabatan pada instansi

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan :

1) Berkoordinasi dengan instansi terkait

2) Meningkatkan lagi kepedulian aparatur tentang pentingnya laporan kinerja
3) Mengoptimalkan sumberdaya yang ada

. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a)

b)

d)

Maksud dan tujuan disusunnya laporan kineja yaitu sebagai penjabaran misi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, yang terwujud dalam tingkat
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan — kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan / kegagalan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

Indikator tujuan yaitu Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait
Ipoleksosbud dan Tibmas) dan target kinerja adalah 100 %;

Indikator sasaran yaitu Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud dengan target pada tahun 2020 adalah 2 Kajian;

Indikator kegiatan dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar



-3-

realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel dan mengacu pada kinerja Jumlah
kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud;

e) Target kinerja Outcome pada tahun 2020 yaitu 2 (dua) kajian;

f) Indikator kegiatan dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel dan target kinerja Output pada tahun
2020 yaitu 3 (tiga) jenis dokumen,;

g) Indikator kinerja Individu yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel dan target kinerja berjumlah 3 (tiga) jenis
dokumen. Sedangkan untuk kegiatan pada 2 (dua) tahun yang lalu kegiatan tersebut
masih belum ada (belum dianggarkan).

B. Manfaat
a) Manfaat dari kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP ini untuk mengetahui sukses / tidaknya kinerja pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik yang nantinya sebagai bahan evaluasi dan untuk menemukan langkah
— langkah yang tepat guna tercapainya kinerja yang lebih baik;
b) Dampak yang terjadi apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan nantinya akan tidak
optimalnya penilaian pada SAKIP.

C. Strategi Pencapaian Keluaran
a) Dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya masih belum optimalnya
pengukuran kinerja;
b) Kurang optimalnya pengukuran kinerja disebabkan karena kurangnya pemahaman
aparatur;
c) Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara koordinasi dengan instansi
terkait;

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

1) Prosedur
Prosedur yang dilakukan untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan
data — data dan pengolahan data yang baik.

2) Waktu
Dilaksanakan pada Bulan Januari — Desember, khususnya pada akhir tahun sebagai
laporan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

3) Tempat
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
dilaksanakan di Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4) Pelaksana
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Sakip pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Program : 1.05.1.05.02.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Indikator Program : Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang
akuntabel

Nama Kegiatan : 1.05.1.05.02.06.005 Kegiatan Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator output - Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang
akuntabel

Indikator outcome - Jumlah kajian terkait keamanan dan

kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum
Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :

1)
2)

3)

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

2. Gambaran Umum
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang seuai ketentuan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Uranian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1) Sekretaris, mempunyai tugas :
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Kkegiatan urusan umum,
kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis, administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
2) Kepala Badan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan
ditetapkan sebagai pedoman kerja;
Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja bidang — bidang;
Pelaksanaan urusan umum:;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
Pelaksanaan urusan keuangan;
Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan
administrasi kepegawaian;
Pengkoordinasian penmerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan
kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang — bidang pada Badan;
Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang — bidang pada
Badan;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
I.  Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan
— tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepala Badan; dan
n. Pelaksanaan tugas — tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Badan.
Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan tupoksi Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi
keuangan dan kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang — bidang pada
Badan, Penyajian informasi dan hubungan masyarakat, dan Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi.
Penyusunan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksud untuk
memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
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c)
d)
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tentang kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
kepada Masyarakat;

Kendala yang dihadapi yaitu Belum optimalnya penyusunan indeks kepuasan
masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bertujuan untuk penilaian seberapa baiknya
pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dampak yang terjadi apabila penyusunan indeks kepuasan masyarakat tidak dikerjakan
yaitu tidak diketahuinya penilaian masyarakat akan pelayanana Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

. Fenomena dan Data Detail

a)

b)

d)

Fenomena yang terjadi pada penyusunan indeks kepuasan masyarakat yaitu belum

optimalnya penyusunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dari permasalahan yang ada dapat diketahui penyebab dari belum optimalnya

penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Prioritas masalah/fenomena/penggalian

potensi lebih diutamakan jika :

1) Kepedulain aparatur akan pentingnya penyusunan indeks kepuasan masyarakat
(Bobot = 8)

2) Pemahaman aparatur tentang penyusunan indeks kepuasan masyarakat (Bobot =9)

Dari permasalahan yang ada, prioritas yang paling utama sampai tidak utama

penyelesaian masalah yaitu Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai

kriteria yang ditetapkan yakni :

1) Minimnya pemahaman aparatur tentang penyusunan indeks kepuasan masyarakat

2) Minimnya kepedulian aparatur akan pentingnya penyusunan indeks kepuasan
masyarakat

Kondisi SDM vyang terkait dalam kegiatan yaitu pemahaman apratur tentang

penyusunan laporan kinerja, hal ini dapat disiasati dengan cara melakukan

pembelajaran pada dokumen indeks kepuasan masyarakat yang telah disusun

sebelumnya

Kondisi peralatan masih belum sepenuhnya optimal

Dalam mensiasati permasalahan — permasalah yang ada dapat dilakukan hal — hal

seperti melakukan survey / monitoring kepada masyarakat yang membutuhkan

pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a)

Analisa time series

Dari anggaran yang sudah di tentukan pada tahun anggaran 2019 senilai Rp.
3.000.000 dan untuk tahun anggaran 2020 mengajukan anggaran senilai Rp.
4.650.000 hal ini terdapat peningkatan anggaran pada tahun anggaran 2020

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun
berjalan sebagai berikut :

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Minimnya pemahaman aparatur tentang penyusunan laporan indeks kepuasan
masyarakat

2) Minimnya kepedulian aparatur akan pentingnya penyusunan laporan indeks
kepuasan masyarakat

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan :

1) Melakukan analisis dan pemahaman pada dokumen laporan indeks kepuasan
masyarakat

2) Meningkatkan lagi kepedulian aparatur tentang pentingnya penyusunan Ipaoran
indeks kepuasan masyarakat

. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a)

b)

Maksud dan tujuan disusunnya laporan indeks kepuasan masyarakat yaitu data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan
antara harapan dan kebutuhannya. Penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat
bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai
bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik selanjutnya.

Indikator tujuan yaitu Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait
Ipoleksosbud dan Tibmas) dan target kinerja adalah 100 %;

Indikator sasaran yaitu Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud dengan target pada tahun 2020 adalah 2 Kajian;
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d) Indikator kegiatan dari kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat
yaitu Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel dan mengacu pada
kinerja Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang
Ipoleksosbud;

e) Target kinerja Outcome pada tahun 2020 yaitu 2 (dua) kajian;

f) Indikator kegiatan dari kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat
yaitu Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel dan target kinerja
Output pada tahun 2020 yaitu 2 (dua) jenis dokumen;

g) Indikator kinerja Individu yaitu Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang
akuntabel dan target kinerja berjumlah 2 (dua) jenis dokumen. Sedangkan untuk
kegiatan pada 2 (dua) tahun yang lalu kegiatan tersebut masih belum ada (belum
dianggarkan).

B. Manfaat
a) Manfaat dari kegiatan penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat ini untuk
mengetahui seberapa baiknya pelayanan yang di berikan kepada masyarakat nantinya
sebagai bahan evaluasi dan untuk menemukan langkah — langkah yang tepat untuk
memberikan pelayanan yang cukup memuaskan bagi masyarakat;
b) Dampak yang terjadi apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan nantinya akan tidak
optimalnya pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Strategi Pencapaian Keluaran
a) Dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya masih belum optimalnya
penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat;
b) Kurang optimalnya penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat disebabkan karena
kurangnya pemahaman aparatur;
c) Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menganalisis dan
mempelajari dari dokumen yang sudah ada.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur
1) Prosedur
Prosedur yang dilakukan untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan
data — data dan pengolahan data yang baik.

2) Waktu
Dilaksanakan pada stiap semester yaitu semester | - Il, sebagai laporan indeks kepuasan
masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

3) Tempat

Penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan di Sekretariat Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

4) Pelaksana
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pelaksana di lingkup Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyusunan Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.650.000,00



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Program : 1.05.1.05.02.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Indikator Program : Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang
akuntabel

Nama Kegiatan : 1.05.1.05.02.06.007 Kegiatan Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Indikator output - Jumlah dokumen rencana kerja anggaran SKPD

Indikator outcome - Jumlah kajian terkait keamanan dan

kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum
Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara,;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Kepuasan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/135/427.12/2019 tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/11/427.12/2019 Tentang
Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daeah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019

2. Gambaran Umum
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang seuai ketentuan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Uranian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1) Sekretaris, mempunyai tugas :
Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan umum,
kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis, administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

2) Kepala Badan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan

ditetapkan sebagai pedoman kerja;

Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja bidang — bidang;

Pelaksanaan urusan umum;

Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;

Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan

administrasi kepegawaian;

Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan

kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang — bidang pada Badan;

Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;

Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang — bidang pada

Badan;

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

Pelaporan dan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan
— tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepala Badan; dan

n. Pelaksanaan tugas — tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Badan.
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b)

c)
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Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan tupoksi Perumusan kegiatan operasional dan program Kkerja
Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja, Pengkoordinasian usulan
rencana kegiatan dan program kerja bidang — bidang, Pelaksanaan urusan keuangan,
dan Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan
kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang — bidang pada Badan.
Kendala yang dihadapi yaitu Belum optimalnya fasilitasi penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bertujuan untuk
pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD
dan kode rekening yang digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dampak yang terjadi apabila Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tidak dikerjakan yaitu akan berdampak pada tidak
adanya rencana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

. Fenomena dan Data Detail

a)

b)

d)

f)

Fenomena yang terjadi pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
yaitu belum terfasilitasinya penyusunan RKA secara optimal;

Dari permasalahan yang ada dapat diketahui penyebab dari belum terfasilitasinya
penyusunan RKA secara optimal. Prioritas masalah/fenomena/penggalian potensi lebih
diutamakan jika :

1) Kepedulain aparatur akan pentingnya penyusunan RKA (Bobot = 8)

2) Pemahaman aparatur tentang penyusunan RKA (Bobot =9)

Dari permasalahan yang ada, prioritas yang paling utama sampai tidak utama
penyelesaian masalah yaitu Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai
kriteria yang ditetapkan yakni :

1) Minimnya pemahaman aparatur tentang penyusunan RKA

2) Minimnya kepedulian aparatur akan pentingnya penyusunan RKA

Kondisi SDM vyang terkait dalam kegiatan yaitu pemahaman apratur tentang
penyusunan RKA, hal ini dapat disiasati dengan cara melakukan pembelajaran pada
dokumen RKA yang telah disusun sebelumnya;

Kondisi peralatan masih belum sepenuhnya optimal;

Dalam mensiasati permasalahan — permasalah yang ada dapat dilakukan hal — hal
seperti mengikuti revyu RKA yang diselenggarakan oleh instansi terkait agar
penyusunan RKA dapat menghasilkan dokumen RKA yang benar dan sesuai dengan
prosedur.

. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a)

Analisa time series

Dari anggaran yang sudah di tentukan pada tahun anggaran 2019 belum adanya
anggaran untuk kegiatan penyusunan RKA dan untuk tahun anggaran 2020
mengajukan anggaran senilai Rp. 20.000.000 hal ini bertujuan agar kegiatan tersebut
dapat terfasilitasi dengan baik

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun
berjalan sebagai berikut :

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Minimnya fasilitasi terhadap aparatur tentang penyusunan RKA

2) Minimnya kepedulian aparatur akan pentingnya penyusunan RKA

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan :

1) Memfasilitasi penyusunan RKA

2) Meningkatkan lagi kepedulian aparatur tentang pentingnya penyusunan RKA

. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a)

b)

Maksud dan tujuan disusunnya RKA yaitu RKA merupakan dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Tujuan penyusunan RKA untuk
menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah
pengawasan dalam operasional;

Indikator tujuan yaitu Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait
Ipoleksosbud dan Tibmas) dan target kinerja adalah 100 %;

Indikator sasaran yaitu Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud dengan target pada tahun 2020 adalah 2 Kajian;



d) Indikator kegiatan dari kegiatan Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD vyaitu Jumlah dokumen rencana kerja anggaran
SKPD dan mengacu pada kinerja Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan
wilayah di bidang Ipoleksosbud;

e) Target kinerja Outcome pada tahun 2020 yaitu 2 (dua) kajian;

f) Indikator kegiatan dari kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD yaitu Jumlah dokumen rencana kerja anggaran SKPD dan target kinerja Output
pada tahun 2020 yaitu 1 (satu) jenis dokumen;

g) Indikator kinerja Individu yaitu Jumlah dokumen rencana kerja anggaran SKPD dan
target kinerja berjumlah 1 (satu) jenis dokumen. Sedangkan untuk kegiatan pada 2
(dua) tahun yang lalu kegiatan tersebut masih belum ada (belum dianggarkan).

B. Manfaat
a) Manfaat dari kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ini untuk
mengetahui informasi mengenai biaya untuk masing — masing program dan kegiatan
untuk tahun tahun yang direncanakan;
b) Dampak yang terjadi apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan nantinya akan tidak
diketahuinya anggaran pada setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran
a) Permasalahan yang dihadapi bahwasanya pada tahun sebelumnya belum terfasilitasinya
kegiatan penyusunan RKA;
b) Belum terfasilitasinya kegiatan penyusunan RKA karena kurangnya penganggaran biaya
untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
c) Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menganggarkan kegiatan
tersebut agar dapat terfasilitasi dengan baik.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

1) Prosedur
Prosedur yang dilakukan untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menganilis rincian
anggaran untuk kegiatan pada periode 1 tahun kedepan.

2) Waktu
Penyusunan RKA Dilaksanakan mulai bulan Agustus pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lumajang

3) Tempat
Penyusunan RKA dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tidak
menutup kemungkinan kegiatan penelitian RKA akan dilaksanakan di luar kota

4) Pelaksana
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pelaksana di lingkup Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Term Of Reference (TOR)

Nama Program . Kajian Masalah Strategis

Indikator Program : Jumlah potensi masalah strategis

Nama Kegiatan . Pembinaan Wilayah

Indikator ouput : - Jumlah SKD yang teredukasi tentang pengamanan konflik IPOLEKSOSBUD

- Jumlah desa rawan konflik yang terpantau

Indikator outcome . Terdeteksinya potensi konflik

A. Latar Belakang Kegiatan

1.

Dasar Hukum

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial;

- Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah; Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Pasal 17 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bidang Kajian
Masalah Strategis;

- Pasal 23 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambaran Umum

Kondisi masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama dan budaya dapat memicu
timbulnya konflik sosial. Ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan
politik juga berpotensi melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Disamping itu kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas juga
dapat menimbulkan konflik sosial. Baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem
pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman. Menimbulkan rasa takut, rusaknya lingkungan dan prana
sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis serta melebarnya jarak antara
para pihak yang berkonflik. Hal ini tentunya dapat menghambat kesejahteraan umum.

Oleh karena itu dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan daerah
yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan sangat diperlukan adanya upacara pencegahan
dan penanganan konflik sosial. Pencegahan dan penanganan konflik sosial ini harus dilakukan secara
komprehensif, integratif, efektif, dan efisien serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai.

Sebagaimana Bab IIl Pasal 3 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

Tugas :
- Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan pedoman
kebijakan yang dtetapkan oleh Bupati;
- Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat
pelaksana dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Fungsi :
- Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Penetapan rencana kerja dan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



B.

C.

- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Peningkatan pemahaman idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban
masyarakat;

- Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang idiologi, politik dalam negeri,
ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;

- Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
di bidang tugasnya kepada Bupati; dan

- Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

Mengantipasi adanya kemungkinan yang terjadinya konflik di wilayah Kabupaten Lumajang,
Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Polres Lumajang melakukan kolaborasi membentuk Satgas
Keamanan Desa (SKD) yang sampai dengan saat ini telah terbentuk di 159 desa di Kabupaten Lumajang,
adapun Satgas Keamanan Desa (SKD) merupakan relawan dari masyarakat umum.

3. Anggaran dan Realisasi Tahun Sebelumnya serta Permasalahan
Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp. 272.200.000,- dengan
jumlah realisasi sebesar Rp. 272.040.000,-

Sedangkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 322.125.000,00 dengan realisasi kegiatan sebesar Rp.
201.025.000,00 (realisasi berdasarkan SP2D tanggal 13 Agustus 2019).

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Adanya perubahan SOTK pada penyusunan anggaran Tahun 2019, sehingga program kegiatan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disesuaikan dengan aturan baru.

2) Dalam penyusunan anggaran tahun 2019 menyesuaikan 1 (satu) Kasubag 1 (satu) kegiatan yang terdiri
sub sub kegiatan.

4. Maksud dan Tujuan

a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

c. Kegiatan pembinaan wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap
masalah, idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten
Lumajang.

d. Ouput kegiatan pembinaan wilayah Jumlah SKD yang teredukasi tentang pengamanan konflik

IPOLEKSOSBUD, Memberikan pengetahuan dasar akan penggunaan perangkat dalam berkomunikasi
menggunakan radio, serta kemampuan TPTKP.

MANFAAT

Dapat memberikan edukasi bagi masyarakat khususnya Satgas Keamanan Desa (SKD) dalam rangka
meningkatkan kewaspadaan dini terhadap permasalahan disekitar dan lapor cepat sehingga potensi
permasalahan bisa segera teratasi sebelum permasalahan tersebut timbul ke permukaan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah dilaksanakan selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 s/d
Desember 2020.

SPESIFIKASI KEGIATAN
Kegiatan Pembinaan Wilayah tahun 2020, meliputi :
1) Sosialisasi penanganan konflik sosial
- Dilaksanakan 2 kali dalam setahun, akan dilaksanakan per semester (6 bulan sekali)
- Dilaksanakan di tingkat desa maupun kecamatan.
- Peserta masing-masing 100 orang, terdiri dari unsur relawan SKD, perangkat kecamatan dan OPD terkait,
perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

- Narasumber 2 (dua) orang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, maupun unsur lain yang terkait dengan
pencegahan dan penanganan konflik sosial.



2) Monitoring wilayah dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik sosial.
- Dilaksanakan selama 12 bulan untuk memperoleh data lapangan baik tentang potensi konflik maupun
perkembangan penanganan konflik yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

3) Peningkatan sinergitas dalam rangka kondusifitas wilayah
- Dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan sasaran Camat, Danramil dan Kapolsek se Kabupaten
Lumajang.
- Kegiatan akan dilaksanakan pada Tribulan 3.

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
Sumber dana yang diperlukan untuk membiaya Kegiatan Pembinaan Wilayah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 75.450.000,00



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Term Of Reference (TOR)

Nama Program . Kajian Masalah Strategis

Indikator Program : Jumlah potensi masalah strategis

Nama Kegiatan : Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator ouput : - Jumlah fasilitasi deteksi dan cegah dini terkait permasalahan IPOLEKSOSBUD
- Jumlah fasilitasi pemantauan orang asing

Indikator outcome :  Meminimalkan dan mengantisipasi munculnya permasalahan strategis di Kabupaten
Lumajang

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum
Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah; Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Penjelasan Pasal 17 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Pasal 20 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188/315/427.12/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Tim
Kewaspadaan Daerah.

- Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/209/427.12/2019 tentang Tim Koordinasi Pemantauan
Orang Asing di Kabupaten Lumajang.

- Surat Keputusan Kepala Bakesbangpol Nomor :188.45/1579/427.75/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang
Tim Satgas Deteksi Dini.

2. Gambaran Umum
Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh
daerah sampai pedesaan. Pemerataan dan penyebaran pembangunan diperlukan untuk mengatasi
kesenjangan ekonomi yang sampai saat ini masih terjadi. Yang mana kita ketahui bahwa Kabupaten
Lumajang mempunyai kekayaan sumber daya alam dengan kualitas yang baik, berdasarkan janji Bapak
Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditunjang dengan
kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

Disamping itu kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas juga
dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Mengingat gesekan pada masyarakat mudah terjadi terkait
dengan permasalahan akan sumber daya alam berupa pasir di Kabupaten Lumajang.

Untuk meminimalkan munculnya permasalahan dan deteksi dini akan permasalahan yang akan
terjadi di Kabupaten Lumajang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan SKPD penunjang terkait
dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Perlu dilakukan koordinasi serta melibatkan pimpinan
daerah terkait langkah-langkah yang akan diambil.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepatt terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta mms, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhaikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah
dalam Sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari 3 (tiga) urusan sebagai berikut :
1. Urusan Pemerintahan Absolut
2. Urusan Pemerintahan Konkrunen
3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah masing-
masing. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dimaksud, Gubernur dan Bupati/Walikota
dibantu oleh instansi vertikal.



B.

C.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

3. Anggaran dan Realisasi Tahun Sebelumnya serta Permasalahan
Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan sebagai
berikut :

Pada tahun sebelumnya nilai anggaran sebesar Rp. 626.416.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp.
626.258.000,-

Pada tahun berjalan nilai anggaran sebesar Rp. 646.605.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp.
379.414.000,- (berdasarkan SP2D tanggal 13 Agustus 2019).

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

1) Adanya perubahan SOTK pada penyusunan anggaran Tahun 2019, sehingga program kegiatan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disesuaikan dengan aturan baru.

2) Dalam penyusunan anggaran tahun 2019 menyesuaikan 1 (satu) Kasubag 1 (satu) kegiatan yang terdiri
sub sub kegiatan.

3) Pada Tahun Anggaran 2018 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan
kegiatan sebagai berikut :
- Pengendalian keamanan lingkungan

Pembinaan satgas intelijen daerah

Koordinasi komunitas intelijen daerah

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial

MANFAAT
Terwujudnya kondusifitas terkait Idiologi, politik, ekonomi, sosisl dan budaya di wilayah Kabupaten
Lumajang.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dilaksanakan selama
12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.

SPESIFIKASI KEGIATAN
Kegiatan Peningkatan Ildiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 2020, meliputi :
1) Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah

- Bentuk kegiatan rapat koordinasi pembahasan isu strategis di wilayah Kabupaten Lumajang, dan
dilaksanakan secara rutin sebulan sekali;

- Tim kewaspadaan dini terdiri atas Bupati Lumajang, Kapolres, Komandan Kodim 0821, Asisten
Administrasi Sekda Kab. Lumajang, Kepala Badan Kesbang dan Politik, Kabid. Kajian Masalah Strategis,
Kepala Satpol PP, Kasi Intel Kajari, Kasat Intel Polres, Pasi Intel Kodim 0821, Pasi Intel Batalyon, dan
lintas sektoral terkait permasalahan yang terjadi.

2) Pengamanan tertutup dan jaring informasi Satgas Deteksi Dini

- Kegiatan bersifat pengamanan dan pemantauan tertutup serta jaring informasi di lapangan terkait potensi
konflik di wilayah Kabupaten Lumajang.

- Dilaksanakan selama 12 bulan untuk memperoleh data lapangan baik tentang potensi konflik maupun
perkembangan penanganan konflik yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

- Satgas deteksi dini merupakan karyawan / karyawati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : Nomor :188.45/1579/427.75/2019 tanggal
18 Juli 2019 tentang Tim Satgas Deteksi Dini.

3) Koordinasi Forkopimda dalam penyelesaian permasalahan isu strategis di Kabupaten Lumajang

- Bentuk kegiatan rapat koordinasi pembahasan isu strategis di wilayah Kabupaten Lumajang, dan
dilaksanakan secara rutin sebulan sekali;

- Rapat koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan tim kewaspadaan daerah dan lintas sektoral.

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiaya Kegiatan Peningkatan ldiologi, Politik, Ekonomi, Sosial,
dan Budaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp. 966.468.000,00



Nama Program
Indikator Program
Nama Kegiatan
Indikator output

Indikator outcome

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa

Persentase capaian pengembangan nila-nilai kesatuan bangsa

Pembinaan Bela Negara

- Jumlah fasilitasi peningkatan nilai - nilai Bela Negara

- Jumlah fasilitasi peningkatan jiwa gotong royong

Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat

terhadap Pancasila sebagai ldeologi Negara, Pandangan Hidup, serta
Falsafah Bangsa Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung
didalamnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
serta bergotong royong.

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum

1) Undang Undang Dasar 1945;

2) Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara;

3) Penjelasan Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

4) Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/383/427.12/2013 Tentang Tim AKsi
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Lumajang;

5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;

6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;

7) Penjelasan Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8) Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/148/427.12/2019 Tentang Penanggung
Jawab dan Panitia Peringatan Hari-hari Besar Nasional;

9) Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah; Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

10) Penjelasan pasal 26, 27, 28 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

11) Penjelasan pasal 32, 33, 34 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

. Gambaran Umum

Pada penjelasan pasal 26 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa
Bidang pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa mempunya tugas membantu Kepala Badan
memfasilitasi kegiatan Pembauran Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan
Nasional dalam rangka mewujudkan pranata sosial, budaya dan jati diri bangsa.

Adapun fungsi Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa sebagaimana dijelaskan
pada Pasal 27 Perbup Nomor 7 Tahun 2018 yaitu :
a. Perumus dan penyusun rencana kerja bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa;



b. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja bidang
Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa;

c. Pelaksana fasilitasi kegiatan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, kewaspadaan
nasional dalam rangka mewujudkan pranata sosial, budaya dan jati diri bangsa;

d. Pelaksana kerja sama kegiatan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dengan instansi
terkait dan/atau lembaga terkait;

e. Pelaksana evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembauran bangsa, ketahanan dan
wawasan kebangsaan;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang pengembangan nilai-nilai ksatuan
bangsa; dan

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu di bidang
tugasnya kepada Kepala Badan.

Sedangkan Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan
bangsa;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf bidang
pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa.

Kepala bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa membawahi Sub. Bidang Bela

Negara dan Sub. Bidang Wawasan kebangsaan.

Penjelasan pasal 33 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik menjelaskan fungsi Sub Bidang Bela Negara, sebagai berikut :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bidang Bela Negara;

b. Penyelenggara pelatihan pendahuluan bela negara bagi aparat dan masyarakat dalam
rangka menumbuh kembangkan jiwa cinta tanah air, kebangsaan dan kedisiplinan
nasional;

c. Menumbuhkembangkan jiwa gotong royong masyarakat;

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bidang bela negara;

Pemberi saran dan pertumbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang
perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai
Kesatuan Bangsa;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai
Kesatuan Bangsa.

Adapun fungsi Kepala Sub Bidang Bela Negara sebagaimana pasal 34 Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Bela Negara;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf sub
bidang bela negara.

. Fenomena dan Data Detail

a) Fakta yang terjadi saat ini banyaknya masyarakat umumnya dan generasi muda
khususnya yang kurang peka dan kurang pedulinya akan cinta tanah air. Membela negara
tidak harus berwujud perang atau mengangkat senjata tetapi juga dapat dilakukan dengan
cara lain seperti ikut serta mengamankan lingkungan, menjaga kebersihan, mencegah
bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok,
meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri dan melestarikan budaya
bangsa.
Bela negara bukanlah tugas TNI saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua warga
negara sebagai komponen bangsa. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan peringatan
hari besar nasional secara berkesinambungan kepada masyarakat terutama generasi
muda, sehingga diharapkan nantinya masyarakat mempunyai pemahaman yang sama



bahwa bela negara bukanlah tugas TNI/Polri saja namun merupakan hak dan kewajiban
semua seluruh elemen masyarakat.

b) Dengan adanya penurunan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
secara berkesinambungan terus melakukan sinergitas dengan TNI/Polri dan melaksanakan
fasilitasi upacara hari-hari besar nasional di Kabupaten Lumajang.

c) Fasilitasi Upacara hari-hari besar nasional diprioritaskan generasi muda, siswa tingkat
SLTA se Kabupaten Lumajang, Mahasiswa se Kabupaten Lumajang, ASN di lingkungan
Pemkab Lumajang, TNI, Polri, dan anggota Legislatif.

d) Personil yang mendukung kegiatan bela negara merupakan pejabat dan staf pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik serta melibatkan lintas sektoral seperti Bagian Humas dan
Protokol Setda Kabupaten Lumajang terkait dengan Pembawa Acara, Kodim 0821
Lumajang terkait dengan pelatih upacara, Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang
terkait dengan perlengkapan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang terkait
dengan penanggung jawab kebersihan, Dinas Kesehatan terkait dengan kebutuhan obat
dan personil medis, Dinas Perhubungan Kab. Lumajang terkait dengan patwal Forkopimda,
Satpol PP terkait dengan pengamanan.

e) Pada pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional perlengkapan yang diperlukan
dikoordinasikan dengan instansi terkait sebagaimana Keputusan Bupati Lumajang
Nomor : 188.45/148/427.12/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penanggung jawab dan
Panitia Peringatan Hari-hari Besar Nasional.

f) Pada tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dilakukan inovasi mengadakan
Parade Cinta Tanah Air dengan menggelar lomba karikatur / film pendek dengan tema
Bela Negara, yang memanfaatkan sosial media dengan sasaran Siswa/Mahasiswa
Perguruan Tinggi di Kabupaten Lumajang.

. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan
Pada penganggaran tahun 2020 terdapat perubahan isi sub kegiatan, yakni terdiri dari
Fasilitasi Upacara Hari besar nasional, Sinergitas Bela Negara dalam TMMD, dan Parade Cinta
Tanah Air. Perubahan ini berdasarkan hasil desk dengan Bidang Sosial Budaya Bappeda
Kabupaten Lumajang pada hari Senin, 2 September 2019 yang disesuikan dengan tugas
pokok dan fungsi Kepala Sub Bidang Bela Negara setelah melihat Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pada tahun 2018 Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa mempunyai 2 program
dan 4 kegiatan, antara lain :
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang meliputi kegiatan :

- Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

- Kegiatan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan

- Seminar, Talk Show, dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), yang meliputi

kegiatan :

- Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penanggulangan Minuman Keras dan Narkoba

Pada tahun 2019 terdapat perubahan nomenklatur yang mewajibkan masing-masing kepala
bidang dan Kepala Sub Bidang mempunyai 1 program/1 kegiatan, dengan uraian sebagai
berikut :
1. Program Pengembangan Nilai-nilai Bangsa, yang meliputi kegiatan :
- Kegiatan Pembinaan Bela Negara
- Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaran kegiatan, antara lain :
1) Kurang adanya inovasi dalam setiap kegiatan di setiap tahunnya, mengingat kegiatan yang
disusun berdasarkkan Renstra yang telah disusun selama 5 tahun kedepan.



2) Kurangnya koordinasi personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jajaran
samping/ stake holder terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

5. Maksud dan Tujuan

a) Maksud dilaksanakannya kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan pemahaman segenap
elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Idiologi Negara, Pandangan hidup dan
falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

b) Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk :

- Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat terhadap
Pancasila sebagai ldeologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa
Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dalam
kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara;

- Meningkatkan rasa cinta tanah air dan gotong royong didalam kehidupan
bermasyarakat.

- Mewaspadai dan menangkal kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila
sebagai idiologi negara dengan paham lain.

c¢) Outcome program Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa yaitu Persentase capaian
pengembangan nila-nilai kesatuan bangsa sebesar 90,48% dengan sasaran elemen
masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya.

d) Ouput kegiatan yaitu Jumlah fasilitasi peningkatan nilai - nilai Bela Negara sejumlah 13 kali
fasilitasi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Dan Jumlah fasilitasi peningkatan
jiwa gotong royong sebanyak 3 fasilitasi, dimana pada tahun 2020 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik terus berupaya meningkatan sinergitas dengan stake holder terkait.

e) Indikator sasaran yakni Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud dengan jumlah target 2 kajian.

B. Manfaat

a) Dengan adanya pembinaan bela negara dan fasilitasi pelaksanaan upacara hari besar
nasional diharapkan dapat menumbuhkan jiwa gotong royong dan cinta tanah air, sehingga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fasilitasi upacara hari besar nasional
sebanyak 15 kali fasilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

b) Dengan dilaksanakan fasilitasi kegiatan ini berharap dapat meningkatkan rasa cinta tanah air
bagi seluruh elemen masyarakat, mengingat saat ini pemahaman akan nilai-nilai kesatuan
bangsa sudah semakin luntur.

C. Strategi Pencapaian Keluaran
a) Pada tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan inovasi melaksanakan parade
cinta tanah air dengan memanfaatkan gadget dan sosial media, sasaran siswa/siswi atau
mahasiswa perguruan tinggi di Kabupaten Lumajang.
b) Evaluasi akan kami lakukan setelah dilaksanakannya kegiatan parade cinta tanah air, dan akan
kami kembangkan untuk tahun yang akan datang.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur
1) Prosedur Kegiatan :
Fasilitasi Upacara Hari Besar Nasional
- Rapat koordinasi dengan stake holder terkait persiapan upacara, menentukan petugas
upacara, peserta serta SOP kegiatan upacara yang akan dilaksanakan.
- Menyusun tata upacara.
- Melaksanakan gladi pada H-1 pelaksanaan Upacara

Sinergitas Bela Negara dalam TMMD

- Rapat koordinasi persiapan kegiatan TMMD

- Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan oleh Kasdim 0821 Lumajang

- Mengikutsertakan siswa dalam pelaksanaan gotong rotong pembangunan desa yang
ditunjuk di Kab. Lumajang

- Pemberian materi bela negara pada saat pelaksanaan TMMD dengan sasaran masyarakat
umum/tokoh agama/tokoh masyarakat di desa tersebut.

- Evaluasi kegiatan



Parade Cinta Tanah Air
- Rapat koordinasi persiapan kegiatan parade cinta tanah air dengan instansi terkait
- Menentukan juri dan menentukan jenis lomba dengan tema bela negara
- Memanfaatkan gadget dan sosial media
- Memberikan batasan waktu pelaksanaan lomba
- Awal agustus dilakukan penjurian
- Pada saat Upacara Detik-detik proklamasi akan diumumkan pemenang hasil lomba
sekaligus pemberian tropy dan uang pembinaan bagi pemenang.
2) Waktu pelaksanaan kegiatan :
- Fasilitasi upacara hari besar nasional dilaksanakan :

= (02 Mei Upacara Hari Pendidikan Nasional

= 20 Mei Upacara Hari Kebangkitan Nasional
= 1 Juni Upacara Hari Lahirnya Pancasila

= 10 Agustus Upacara hari veteran nasional

= 17 Agustus Upacara Detik-detik Proklamasi
= 17 Agustus Upacara Penurunan Bendera

= 1 Oktober Upacara Hari Kesaktian Pancasila
= 28 Oktober Upacara Hari Sumpah pemuda
= 10 Nopember Upacara Hari Pahlawan

= 19 Desember Hari Bela Negara

- Sinergitas Bela Negara dalam TMMD dilaksanakan pada tribulan 111 dengan sasaran
kegiatan siswa/siswi dan elemen masyarakat, guna meningkatkan rasa cinta tanah air dan
menumbuhkan jiwa gotong royong.

- Parade Cinta Tanah Air dilaksanakan pada Tribulan Il dengan target kegiatan siswa/siswi
SMA dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi di Kabupaten Lumajang.

E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiaya Kegiatan Pembinaan Bela Negara
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp. 294.150.000,00



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)
Nama Program : Program Hubungan Antar Lembaga
Nama Kegiatan : Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat)

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum

Jelaskan dasar hukum yang terkait dengan Kegiatan sampai dengan pasal

Kegiatan diselenggarakan berdasarkan :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

2) Pasal 6 No.2 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019 yang
mengungkapkan bahwa Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

3) Permendagri No 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4) Pasal 36 Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2018 Mengungkapkan bahwa Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

2. Gambaran Umum
a) Tupoksi OPD terkait Penyelenggaraan pemerintah daerah
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai tugas
dan fungsi sesuai pasal 36 antara lain :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Perumusan dan Penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga.
Penghimpunan data-data lembaga daerah dan lembaga kemasyarakatan.
Pengolahan dan penganalisaan data-data lembaga pemerintah dan lembaga
kemasyarakatan.

Pemfasilitasian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan
dalam pengembangan idiologi, politik dalam negeri, ekonomi dan sosial budaya.
Pemfasilitasian kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan
kepala desa.

Pengembangan etika politik nasional di daerah dalam menunjang stabilitas politik
nasional.

Pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga kepada
Kepala Badan.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang
perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Badan.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Badan.

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan tupoksi dari Kassubid Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan pada
Bidang Hubungan Antar Lembaga yaitu:

1) Pelaksanaan pendataan, penghimpun, sistematisasi dan tabulasi data yang
berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan;

2) Penyusunan program pengembangan etika politik di daerah dalam rangka
menunjang stabilitas politik nasional,

3) Pemberdayaan/peningkatan mutu kepemudaan, organisasi masyarakat, dan
lembaga swadaya masyarakat, keagaaman dan profesi;

4) Pelaksanaan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat dan pemuda, LSM dalam
rangka mewujudkan partisipasi politik melalui kelembagaan masyarakat;

5) Pelaksanaan hubungan kerjsama dan memfasilitasi kegiatan organisasi
masyarakat, LSM dan Pemuda, keagamaan dan Profesi;

6) Pengkoordinasian kerjasama/kemitraan Aparat Pemerintah dan seluruh potensi
masyarakat dalam upaya menciptakan stabilitas kondusif bagi kehidupan
masyarakat;

7) Pengkajian dan evaluasi pengembangan budaya politik local dalam rangka
menciptakan stabilitas;



b)

d)

e)

-2-

Populasi/ Potensi umum terkait Pemerintah Daerah terkait OPD Terkait Organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat pada kabupaten lumajang antara
lain :

No Wilayah Potensi
1 | Kasubid Lembaga-Lembaga | - Ormas dengan Jumlah 117
Kemasyarakatan - LSM dengan Jumlah 55

Fenomena umum terkait perlunya kegiatan termasuk detail lokasi fenomena?
Telah dilakukan pemanfaatan atau pengelolaan sebanayak 177 Organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat namun terdapat permasalahan
sebagai Berikut:

No Wilayah Potensi Permasalahan Umum
1 Kasubid Lembaga- | Penyalahgunaan anggaran | - Permasalahan Hibah
Lembaga dana bantuan keuangan | - Permasalahan
Kemasyarakatan Organisasi Masyarakat dan Pengajuan Bantuan
LSM Dana Hibah

Instansi atau pihak atau hal lain yang berfungsi mengelola

1) Selama ditemukan masih banyak Organisasi Masyarakat atau LSM yang belum
memahami bagaimana cara untuk memeperoleh Bantuan Dana Hibah dari
Pemerintah

2) Ormas atau LSM mendapatkan bantuan dalam pemanfaatan Dana belum bisa
dipantau dengan maksimal.

3) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah Tidak sesuai.

Dampak jika Potensi dan fenomena dibiarkan.

1. Tidak terkawalnya penggunaan Dana Bantuan Hibah yang diberikan kepada Ormas
dan LSM

2. Evaluasi aktifitas ormas yang keluar dari UU dan pancasila

3. Kurangnya koordinasi dalam pemantauan dan komunikasi

3. Fenomena dan Data Detail

a)

b)

d)

Data terkait kegiatan dan Fenomena detail per wilayah/ per lokasi

No Wilayah Permasalahan Umum | Detail lokasi Detail Permasalahan
1 Kabupaten | - Permasalahan Kabupaten - Permasalahan Hibah
Hibah - Permasalahan
- Permasalahan Pengajuan Bantuan
Pengajuan Dana Hibah
Bantuan Dana - Ormas/LSM tidak
Hibah memahami
bagaimana cara
untuk  memperoleh
bantuan dari
pemerintah

Kriteria penentuan prioritas penyelesaian masalah/penggalian potensi
Prioritas masalah/fenomena/penggalian potensi lebih diutamakan jika :

1) Perizinan Mendirikan Organisasi

2) Mengajukan Bantuan Dana Hibah

Susunan Prioritas yang paling utama sampai tidak utama penyelesaian masalah
Berikut adalah Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai kriteria yang
ditetapkan yakni :

1) Dana Hibah

2) Perizinan Mendirikan Organisasi Masyarakat

3) Aktifitas Kegiatan Organisasi Masyarakat

Kondisi SDM yang terkait kegiatan

Menjelaskan kondisi SDM yang ada dan keterbatasannya serta upaya yang dapat
dilakukan untuk mengatasi.

Petugas yang membantu dalam setiap kegiatan antara lain :

1. Drs. Abu Hasan (Kabid Hubungan Antar Lembaga)

2. Guruh Eko Yulianto, S.Sos (Kasubid Lembaga-lembaga Kemasyarakatan)

3. Adi Purwanto S.Pd (Kasubid Lembaga-lembaga Daerah)



e)

f)
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Drs. Triyadi Irianto (staf Bidang Hubungan Antar Lembaga)
Agus Adi Utomo (Staf Bidang Hubungan Antar Lembaga)
Vivin N. Hidayah, SH (Staf Bidang Hubungan Antar Lembaga)
Erik M. Efendi, SH (Staf Bidang Hubungan Antar Lembaga)
Fatoni N. Wahyudi (Staf Bidang Hubungan Antar Lembaga)

Kondisi Peralatan/ Perlengkapan yang ada (stock opname, data peralatan)
Peralatan menunjang kinerja ada computer,printer,mesin foto copy.

Inovasi/ Alternatif dan keterbatasan yang telah dilakukan dan efektivitasnya

1. Inovasi yang sudah dilakukan membentuk grup komunikasi melalui Aplikasi
Whattshap.

2. Membuat Forum Komunikasi Lintas Lembaga Ormas dan LSM .

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

a) Analisa time series
Evaluasi anggaran dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan termasuk permasalahan
dan rencana perbaikan. Analisa perbandingan efisiensi (target dan realisasi kinerja
dibandingkan dengan anggaran dan realisasi keuangan) tahun sebelumnya, kaitkan
dengan anggaran tahun ini (nilai anggaran efisien jika target tidak banyak berubah dan
tidak ada inovasi lain yang efektif maka nilai anggaran asumsinya sama dan atau
menurun dengan tahun sebelumnya kecuali akibat perubahan harga)

b)

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun
berjalan sebagai berikut :

. Nilai Anggaran N- | Nilai Anggaran Nilai Anggaran
NE SIETELT 2 N-3 Tahun berjalan
1 | Pembinaan dan Fasilitasi | 117.690.000,00 180.200.000,00 | 117.690.000,00
Lembaga-Lembaga
Kemasyarakatan
No SN AT (T Nilai Anggaran Nilai Realisasi Penggunaan
N-2 Anggaran
1 | Pembinaan dan Fasilitasi | 117.690.000,00 117.690.000,00 117.690.000,00
Lembaga-Lembaga
Kemasyarakatan
No T AR T Nilai Anggaran Nilai Realisasi Penggunaan
N-1 Anggaran
1 | Pembinaan dan Fasilitasi | 137.960.000,00 137.960.000,00 137.960.000,00
Lembaga-Lembaga
Kemasyarakatan
2
No I ATRIE!, i Nilai Anggaran | Nilai Realisasi Penggunaan
Berjalan Anggaran
1 | Pembinaan dan | 117.690.000,00 | 180.200.000,00 | 117.690.000,00
Fasilitasi Lembaga-
Lembaga
Kemasyarakatan
2

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :
1) Laporan terlambat
2) Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai

Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan :
1) Anggaran dan Schedule yang efisien dan efektif

Benchmarking/ bandingkan kegiatan dengan OPD setara pada kegiatan sejenis atau
daerah lain (bila ada)

Tidak ada



5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP)

a) Jelaskan maksud dan tujuan
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk penjabaran Misi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah
ditetapkan.

Tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.

b) Target kinerja tujuan adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat
serta meningkatnya kesadaran berpolitik pada anggota organisasi masyrakat dan LSM
di kabupaten lumajang.

c) Target kinerja Sasaran dan atau Capaian/dampak Program adalah Terwujudnya
stabilitas keamanan di kabupaten Ilumajang dan penurunan Kkejadian terkait
Ipoleksosbud dan Tibmas.

d) Target kinerja Outcome Meningkatnya organisasi masyarakat dan LSM yang
melaporkan keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lumajang.

e) Target kinerja Output meningkatnya kesadaran berpolitik pada anggota organisasi
masyrakat dan LSM di kabupaten lumajang

B. Manfaat

a) Manfaat/ keterkaitan kegiatan anatara lainnya:
1) Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
2) Tertanamnya pendidikan politik kepada anggota Ormas dan LSm
3) Terkawalnya dan tertibnya penerima Bantuan Dana Hibah kepada Ormas

b) Dampak pada target outcome jika output kegiatan tidak tersedia
1) Tidak terbinanya ormas dan LSM di wilayah kab. Lumajang
2) Pelaksanaan Penerimaan Bantuan Dana Hibah tidak tertib dan efisien
3) Keluarnya dan dari Asas Pancasila dan Undang-Undang

C. Strategi Pencapaian Keluaran
a) Evaluasi proses pencapaian keluaran yang bejalan/ tahun sebelumnya;

- Belum maksimalnya kegiatan pembinaan ormas dan LSM di wilayah kab. Lumajang
karena terkendalanya dana anggaran kegiatan;

- Penerima Bantuan Dana Hibah belum terkawal dengan tertib sehingga Laporan
Pertanggungjawaban banyak kekurangan dan kesalahan;

- Masih banyaknya ormas dan LSM yang belum melaporkan keberadaan organisasinya
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b) Resiko/potensi Output tidak tercapai secara efektif;

- Belum maksimalnya kegiatan pembinaan ormas dan LSM di wilayah kab. Lumajang
karena terkendalanya dana anggaran kegiatan;

- Penerima Bantuan Dana Hibah belum terkawal dengan tertib sehingga Laporan
Pertanggungjawaban banyak kekurangan dan kesalahan;

- Masih banyaknya ormas dan LSM yang belum melaporkan keberadaan organisasinya
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c) Strategi dan cara mencapai input dengan mempertimbangkan risiko;
- Melakukan Pembinaan ormas dan LSM lebih sering daripada sebelumnya
- Melakukan Pendidikan Politik Kemasyarakatan pada Ormas dan LSM

d) Inovasi yang dilakukan dibanding dengan proses sebelumnya .

- Melakukan Monitoring terhadap Ormas dan LSM yang telah terdata pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang sehingga terdatanya ormas dan LSM
yang aktif dan tidak aktif.

- Memberikan Himbauan kepada Ormas dan LSM vyang belum melaporkan
keberadaannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur
1) Prosedur Pelaksanaan Kegiatan
a) Menyusun Rencana Kegiatan
b) Mengalokasikan Anggaran
c) Pelaksanaan kegiatan
d) Pelaporan Hasil Kegiatan

2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan pada jam kerja yaitu antara pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.30
wiB



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Program : Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa

Indikator Program . Persentase capaian pengembangan nila-nilai kesatuan bangsa
Nama Kegiatan . Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Indikator output > - Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat beragama

- Jumlah kecamatan terpantau dalan kerukunan suku, budaya dan rasa
- Jumlah siswa yang teredukasi wawasan kebangsaan

Indikator outcome . Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat

terhadap Pancasila sebagai ldeologi Negara, Pandangan Hidup, serta
Falsafah Bangsa Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung
didalamnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
serta bergotong royong.

A. Latar Belakang Kegiatan
1. Dasar Hukum

1.
2.

10.

11.

Undang Undang Dasar 1945;

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan
Wawasan Kebangsaan; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/740/SJ tanggal 13 April
2006 tentang Perkuatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomro : 9 Tahun 2006 dan
Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB)
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/217/KPTS/013/2015 Tentang Forum Kerukunan Umat
Beragama Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/286/427.12/2017 tentang Perubahan atas
keputusan Bupati Nomor : 188.45/393/427.12/2015 Tentang Forum Kerukunana Umat
Beragama Kabupaten Lumajang 2015-2020;

Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah; Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

Penjelasan pasal 26, 27, 28 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penjelasan pasal 28, 29, 30 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Gambaran Umum
Pada penjelasan pasal 26 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa
Bidang pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa mempunya tugas membantu Kepala Badan



memfasilitasi kegiatan Pembauran Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan
Nasional dalam rangka mewujudkan pranata sosial, budaya dan jati diri bangsa.

Adapun fungsi Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa sebagaimana dijelaskan

pada Pasal 27 Perbup Nomor 7 Tahun 2018 yaitu :

a. Perumus dan penyusun rencana kerja bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa;

b. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja bidang
Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa;

c. Pelaksana fasilitasi kegiatan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, kewaspadaan
nasional dalam rangka mewujudkan pranata sosial, budaya dan jati diri bangsa;

d. Pelaksana kerja sama kegiatan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dengan instansi
terkait dan/atau lembaga terkait;

e. Pelaksana evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembauran bangsa, ketahanan dan
wawasan kebangsaan;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang pengembangan nilai-nilai ksatuan
bangsa; dan

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu di bidang
tugasnya kepada Kepala Badan.

Sedangkan Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan
bangsa;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf bidang
pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa.

Kepala bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa membawahi Sub. Bidang Bela

Negara dan Sub. Bidang Wawasan kebangsaan.

Penjelasan pasal 30 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik menjelaskan fungsi Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :

a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan
bangsa dan wawasan kebangsaan;
Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan kerjas sama pembauran bangsa;
Pelaksanaan pemberdayaan kesatuan bangsa dan politik;

d. Pelaksanaan upaya menumbuhkembangkan kebanggaan jati diri  bangsa,
memasyarakatkan nilai-nilai perjuangan, jiwa demokrasi, Pancasila dan UUD 1945;

e. Pengkaji dalam rangka menjaga kelestarian kepribadian dan kebudayaan bangsa;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menyelesaikan permasalahan
yang berkembang di masyarakat serta gejala yang mempengaruhi pergeseran nilai budaya
di daerah;

g. Pelaksana upaya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Bina Wawasan
Kebangsaan;

i. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan kemampuannya; dan

J. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai
Kesatuan Bangsa.

Adapun tugas Kepala Sub Bidang Bela Negara sebagaimana pasal 31 Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang wawasan kebangsaan;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf sub
bidang wawasan kebangsaan.

. Fenomena dan Data Detail
a) Di era globalisasi ini wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk dimiliki
masyarakat termasuk generasi muda di Kabupaten Lumajang. Untuk itu perlu adanya



upaya menanamkan, menumbuhkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat
melalui pembinaan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Berbagai fakta dan fenomena
yang berkembang menunjukkan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara yang ditandai dengan kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan
kebangsaan.

Pada perkembangan selanjutnya Bangsa Indonesia mengalami Reformasi yang membawa
bangsa ini, kedalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan
akan lebih demokratis dan berkerakyatan, namun demikian perubahan tersebut tidak
dibarengi dengan pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga
reformasi yang berjalan cenderung kebablasan. Akibatnya muncul kelompok-kelompok
masyarakat yang kegiatannya cenderung ke arah radikal dalam rangka memperjuangkan
tujuan ideologi politiknya. Pertumbuhan dan perkembangan paham radikal /radikalisme
sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi nasional secara umum. Faktor instabilitas
politik, ekonomi dan sosial budaya yang terus memburuk disertai dengan lemahnya
penegakan hukum dan wawasan kebangsaan, biasanya menjadi faktor pendorong (pemicu
awal) lahirnya radikalisme.

b) Melihat hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu
adanya sinergitas program pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa yang lebih konkret
dan nyata. Sehingga, Wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan
karakter dan jati diri bangsa, guna meningkatkan kualitas kebangsaan sehingga bangsa
Indonesia mampu mengatasi permasalahan kebangsaan yang dihadapi, termasuk
ancaman bahaya narkoba yang saat ini mengincar kehidupan generasi muda.

¢) Kegiatan-kegiatan yang diselenggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hendaknya
ditunjang dengan peserta / sasaran yang tepat, dengan adanya pergeseran yang kian
terjadi sasaran yang kami tuju adalah siswa/siswi tingkat SLTA, pengurus Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lumajang, Pengurus dan Anggota Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Lumajang.

d) Tanpa adanya pendukung, kegiatan ini tidak dapat berjalan. Adapun personil yang
mendukung kegiatan bela negara merupakan pejabat dan staf pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik serta melibatkan lintas sektoral terkait.

. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

Pada penganggaran tahun 2020 terdapat perubahan isi sub kegiatan, yakni terdiri dari

Pembinaan FKUB Tingkat Kecamatan, Pembinaan FPK, Pendidikan wawasan kebangsaan

generasi muda, dan Pendidikan wawasan kebangsaan generasi muda menuju Lumajang sehat

bebas Narkoba. Perubahan ini mendasari tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bidang Wawasan

Kebangsaan setelah melihat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik.

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaran kegiatan, antara lain :

1) Adanya perubahan nomeklatur kegiatan pada tahun 2018 dan tahun anggaran 2019,
dimana pada tahun 2018 penganggaran masing-masing jenis kegiatan tercover di satu
kegiatan. Pada tahun 2019 Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan terdiri atas sub sub
kegiatan.

2) Kurangnya koordinasi personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jajaran
samping/ stake holder terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

. Maksud dan Tujuan
a) Maksud dilaksanakannya kegiatan ini :
- Untuk menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap
Pancasila sebagai Idiologi Negara, Pandangan hidup dan falsafah hidup berbangsa dan
bernegara.



B. Manfaat

Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya etnis nusantara agar
lebih berperan aktif dalam pembangunan, memperkuat silaturrahmi antar komunitas
etnis dan tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam rangka memperkuat harmonisasi
antar agama dan etnis.

b) Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk :

d)

Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat terhadap
Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa
Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dalam
kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara;

Meningkatkan hubungan antar pemeluk agama;

Meningkatkan hubungan antar etnis dalam rangka mewujudkan proses pembauran dan
akulturasi budaya sehingga mampu meningkatkan masyarakat atas kemajemukan
bangsa.

Mewaspadai dan menangkal kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila
sebagai idiologi negara dengan paham lain.

Outcome program Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa yaitu Persentase capaian
pengembangan nila-nilai kesatuan bangsa sebesar 90,48% dengan sasaran elemen
masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya.

Ouput kegiatan yaitu Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat beragama
dengan target di tahun 2020 sebanyak 7 kecamatan. Jumlah kecamatan terpantau dalam
kerukunan suku, budaya, dan ras dengan target sebanyak 3 kecamatan. Jumlah siswa
yang teredukasi wawasan kebangsaan dengan target 4.200 siswa SLTA.

Indikator sasaran yakni Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di
bidang Ipoleksosbud dengan jumlah target 2 kajian.

a) Meningkatkan pemahaman masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya akan
pentingnya wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme.

b) Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

¢) Meningkatkan hubungan antar etnis di Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan
proses pembauran kebangsaan.

Strategi Pencapaian Keluaran

a) Meningkatkan intensitas pertemuan dengan pengurus dan anggota Forum Kerukunan Umat
beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka pemeliharaan etnisitas dengan
Pemerintah Kabupaten Lumajang

b) Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan se Kabupaten Lumajang.

¢) Meningkatkan koordinasi dengan sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

d) Melakukan talkshow dan spot radio terkait bahaya narkoba dan wawasan kebangsaan.

e) Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan terkait bahaya narkoba dan wawasan
kebangsaan.

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

Prosedur Kegiatan :

Rapat koordinasi dengan stake holder terkait persiapan kegiatan
Melaksanakan koordinasi

Menyusun SOP kegiatan

Melaksanakan koordinasi dengan kecamatan

Menyusun jadwal kegiatan

Menyusun laporan pertanggungjawaban

Waktu pelaksanaan kegiatan :
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan akan dilaksanakan mulai tribulan

pertama sampai dengan tribulan empat. Dengan sasaran peserta :
Pengurus FKUB

Pengurus FPK

Siswa/siswi Tk. SLTA

Mahasiswa dan elemen masyarakat

1)

2)



E. Biaya Yang Diperlukan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiaya Kegiatan Pembinaan Wawasan
kebangsaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 153.211.000,00



